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ABSTRACT

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA PENDIDIK
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DI KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Alberth N. Ouwpoly

Universitas Terbuka

email: abe_indah@yahoo.co.id

Key words: Kebijakann peningkatan SDM aparatur daerah khususnya tenaga pendidik di
kabupaten alor tahun 2004-2009 belum berjalan sesuai_dengan kebijakan
pemerintah daerah dan harapan masyarakat

Alor government policy to improve human resource since 2004-2009 as a strategic in
order to improve humanitarian welfare and region acceleration _development. The policy to
improve officer resource and improving the rising generatiofi ‘resource (Student at school and
university student). '

Public policy to upgrading region educators resource belonging Alor educators resource
in line with national escalation of educational policy and appropriate with people demand. That
public policy, in the field of theory analysis based onThomas R. Dye stated that public policy
viewed as ; 1) The public measure as government values, 2) The public measure as a people
values done by government, 3) Programs ‘planning which is involved by government to acheeve
the goal. Furthermore, the policy to improve officer resource of Alor district in education field it
is also deal with education regulation”whitch is mandated that national government and local
government has a duty to improve.standard qualification and standard competence of educators
to continued they school (Master’and doctor degree) although with training, technical coaching
of functional in education areas atid the educational trainer development.

The evaluation problems of Alor district policy to involve human resource in 2004-2009,
used qualitative description method. The process of data collected used bibliography study
(public documents) and’interview with the policy makers, accomplisher policy as well as
educational officer iir’Alor district which is done two months later, that was in February till
March 2009.

The analysis value of the research explained that public policy to improve the human
resource in Alor district was formulated in local regulation (Local regulation and regent
regulation). This public policy is correlated with people of Alor expectation, baside that, all
local policy has applied in Alor regency programs in 2004-2009. Event though, the successful
of improving of Alor educators is still inconsistency applied in Alor educational department.

Hopefully, Alor government and the educational department of Alor could be made the
policy of officer resource in the process of local development in 2009-2014. The commitment
and hard works of Alor government to improve the local of apparatus resource, it is therefore to
local development acceleration in order to improve people of Alor welfare included Alor
education qualities.
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ABSTRACT
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Key words: Kebijakann peningkatan SDM aparatur daerah khususnya tenaga pendidik di
kabupaten alor tahun 2004-2009 belum berjalan sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah dan harapan masyarakat

Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.(SDM) yang diletakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Alor tahun 2004-2009 merupakan, Jangkah strategis dalam rangka
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan percepatafi pembangunan daerah. Kebijakan
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menCakup kebijakan peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah dan Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM) generasi muda ( pelajar dan mahasiswa).

Kebijakan publik peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah
termasuk kualitas tenaga pendidik di Kabupatén Alor telah sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan pendidikan nasional dan s€suai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kebijakan
publik ini dalam tataran teori analisi§ kebijakan sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh
Thomas R. Dye yang mengatakam bahwa kebijakan publik dipandang sebagai (1) tindakan
pemerintah, (2) pengalokasian nilei-fiflai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan (3)
rancangan program-program ‘ydng ‘dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya, kebijakan peningkdtan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah di
bidang pendidikan di Kabupaten Alor juga sejalan dengan regulasi di bidang pendidikan yang
mengamanatkan agar. “pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk
meningkatkan standat Xkualifikasi dan standar kompetensi tenaga pendidik, baik melalui
pendidikan lanjutan {81 dan S2) maupun pendidikan dan latihan (Diklat), bimbingan teknis(
Bimtek), workshop teknis fungsional bidang pendidikan serta kegiatan-kegiatan pengembangan
profesi tenaga pendidik.

Dalam menganalisa permasalahan peletakan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM) di Kabupaten Alor tahun 2004-2009, menggunakan metode penelitian deskripsi
kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka
(dokumen-dokumen publik) dan wawancara dengan para pembuat kebijakan, pelaksana
kebijakan serta unsur tenaga pendidik di Kabupaten Alor yang dilakukan selama dua bulan
yakni bulan Februari hingga Maret 2009.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) telah diformulasikan dalam bentuk produk hukum daerah
(Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Alor). Kebijakan publik ini juga telah sesuai dengan
harapan-harapan masyarakat kabupaten Alor, serta telah diterjemahkan dalam bentuk program-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41155.pdf

program kerja pemerintah daerah kabupaten Alor tahun 2004-2009. Walau demikian, khususnya
upaya peningkatan Kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik di Kabupaten Alor
belum secara konsisten dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Diharapkan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dapat menjadikan
kebijakan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah dalam proses
pembangunan daerah tahun 2009-2014. Dengan komitmen dan disertai kerja keras pemerintah
daerah untuk meningkatkan kualitas suumber daya manusia (SDM) aparatur daerah, maka akan
berpengaruh pada percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan hidup
masyarakat kabupaten Alor termasuk peningkatan mutu pendidikan.

Terima kasih.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis

1.  Kebijakan Publik

Salah satu aktifitas para pemimpin organisasi pemerintah dan
swasta adalah merumuskan dan membuat kebijakan publik. Kebijakan
publik dapat berupa regulasi, program, kegiatan, maupun evaluasi
terhadap seluruh rangkaian kegiatan organisasi.” Pembuatan kebijakan
publik sering dilakukan atau dibuat sebagai respon terhadap perubahan
yang begitu cepat tegadi di ldar organisasi yang perlu diapresiasi dan
disiasati oleh pimpinan ‘Orgarmisasi dalam rangka ikut membantu
menyelesaikan permasalahian bagi kepentingan organisasi maupun publik
(masyarakat). ~Carl J.‘Fredrik dalam Kismartini (2006 : 1.5) mengartikan
kebijakar(, _sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
kelompok,” atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan
menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan
tertentu.

Pendapat yang hampir sama dengan Carl yakm James A.
Anderson dalam Kismartini (2006 : 1.5) yang mengatakan bahwa

kebijakan “sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu

12
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yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.” Atau dalam bahasa
yang lebih taktis, oleh Amara Raksasataya dalam Kismartini (2006 : 1.5)
mengartikan kebijakan “sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan
untuk mencapai suatu tujuan.”

Lalu bagaimana dengan kebijakan publik? Irfan Islami dalam
Kismartini (2006 : 1.8) setelah mengumpulkan beberapa pendapat tentang
kebijakan publik darn Thomas R. Dye, George” C. Edwars dan Ira
Sharkansky, James A. Anderson/ danv’“’David Easton, mencoba
mengelompokkan konsep kebijakan /publik dalam 3 (tiga) dimensi,
yaitu : (1) Kebijakan publik-dipandang sebagai tindakan pemenntah.
(2) Kebiyjakan publik ‘dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai
masyarakat yang _.dilakukan oleh pemerintah. (3) Kebijakan publik
dipandang/Sebagai rancangan program-program yang dikembangkan oleh
pemefintzh untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah dinyatakan oleh
Thomas R. Dye adalah “apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau
tidak melakukan”. Senada dengan Dye, Edwars dan Sharkansky dalam
Kismartini (2006 : 1.8) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah :

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh

pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan

perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk
pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan

13

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41155.pdf

pejabat pemerintah yang segera ditinjaklanjuti dengan program-

program dan tindakan pemerintah.

Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dikemukakan oleh Harold D.
Laswell dan Abraham Kaplan dalam Kismartini (2006 : 1.9) yaitu
kebijakan publik sebagai “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai,
dan praktek-praktek yang terarah.”  Pendapat yang hampir sama
dikemukakan oleh David Easton dalam Kismartini (2006 : 1.9) yaitu
“Kebijakan publik adalah pengalokasian ‘milai-nilai secara paksa (sah)
kepada seluruh anggota masyarakaf.”/ Sementara itu, kebyakan publik
dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan oleh
pemerintah untuk mesicapai tajuan dikemukakan oleh James A. Anderson
serta George C. Edwards III dan Ira Sharkansky. Anderson mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah “kebijakan-kebijakan yang dikembangkan
oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemernintah.” Sedangkan, Edwards
dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “suatu
tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk
pencapaian sasaran dan tujuan (Kismartini, 2006 : 1.9)”.

Sementara itu, kebijakan pendidikan (educational policy)
menurut Carter V. Good (1950) dalam Saiful Sagala (2006 : 117) yaitu
“sebagail suatu pertimbangan (judgement) yang didasarkan atas sistem

nilai (values) dan beberapa penilaian tethadap faktor-faktor yang bersifat
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situasional.”  Kebijakan sebagai suatu pertimbangan oleh Imron
(1996 : 18) dalam Saiful Sagala, 2006 : 117 “merupakan perencanaan
umum yang dijadikan sebagai pedoman dan arah untuk mengambil
keputusan agar tujuan yang bersifat lembaga dapat dicapai secara
optimal.”

Kebijakan pendidikan meliputi seluruh sistem pendidikan mulai
dani aktifitas Departemen Pendidikan Nasionalf Peémerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan legislatif yang menyertainya serta satuan
pendidikan yang memeriukan kébijakan pendukung bertingkat
(Sagala, 2006 :117).

Kebijakan pendidikan.dapat dihimpun atau dikelompokkan pada

4 (empat) kelompok yaitu

(1) kebijakan: yang berkenan dengan fungsi esensial lembaga
pendidikan-terutama dalam hubungannya dengan kurikulum,
perietapan tujuan, rekrutmen tenaga kependidikan, penerimaan
s1ISWa atau mahasiswa, dan sebagainya, (2) kebijakan mengenai
lembaga yang di dalamnya ada faktor-faktor individual dan
keseluruhan sistem pendidikan atau bagian dari lembaga
pendidikan itu, (3) kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan
dan penarikan tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan
penggantian keseluruhan staf, dan (4) kebijakan yang berkaitan
dengan pengalokasian sumber finansial, gedung, dan perlengkapan
sebagai pendukung utama terselenggaranya program pendidikan
khususnya pembelajaran (Sagala, 2006 : 117).

Merujuk pada konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh
para ahli ilmu kebijakan publik di atas, maka dapat dikatakan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan atau program-program
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yang dibuat oleh badan-badan dan atau pejabat-pejabat pemerintah yang
didasari pada tatanan nilai yang dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan
untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Artinya bahwa kebijakan
publik dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga pemernntah atau
pejabat publik untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat atau

kebutuhan organisasi.

2.  Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Samodra (1994 : 9)\dalam Sagala, 2006 : 119, tujuan
kebijakan meliputi 4 (empat) dspek wibawa, yaitu (1) proses pembuatan
kebijakan, (2) proses implemerntasi kebijakan, (3) konsekuensi kebyjakan,
dan (4) efektifitas dampak kebijakan. Pembuatan kebijakan publik oleh
para aktor pembuat kebijakan selalu membutuhkan proses.

Setiap proSes‘membutuhkan analisis atau kajian mendalam untuk
mendapatkan rumusan yang matang dengan tujuan memperkecil
permasalahan yang bakal terjadi sebagai akibat dan dikeluarkannya suatu
kebijakan publik. Karena itu, Nicholas Henry menyatakan bahwa
mempelajan suatu kebijakan publik dapat dilihat dan sudut proses. Proses
oleh Henry dalam Kismartini (2006 : 1.45) adalah suatu kegiatan yang
memiliki tahapan-tahapan dan tahap awal hingga tahap akhir. Sementara

itu, Budi Winammo menyebutkan proses kebijakan sebagai proses
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pembuatan kebijakan (Kismartini, 2006 : 1.45). Proses kebijakan publik

menurut Charles O. Jones yang dikutip Kismartini (2006 : 1.46) terdin

atas 11 (sebelas) tahapan sebagaimana table berikut ini :

Tabel 1.1

Tahapan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Tahapan

Deskripsi Kegiatan

10.

11.

Perseption/definition
Aggregation

Organization

Representation

Agenda Setting

Formulation

Legitimation
Budgeting
Implementation
Evaluation

Adjustment/
Termination

Mendefinisikan masalah.

Pengumpulan orang-orang, yang mempunyai pikiran
sama dengan pembuat kebijakan.
Mengorganisasikan.orang-orang yang dikumpulkan
tersebut ke dalaniwadah organisasi baik formal maupun
non-formal.

Mengajak kumpulan’orang-orang yang berpikiran sama
terhadap ‘suatu masalah untuk mempengaruhi pembuat
kebijakan agdrmasalah tersebut dapat diakses ke
agenda sétting.

Pepmlihan suatu masalah ke dalam agenda pembuat
kebijakan.

Masalah dapat diredefinisi dan memperoleh solusi yang
tidak popular di masyarakat, tetapi merupakan
kepentingan kelompok mayor dari para pembuat
kebijakan. Formulasi juga membahas siapa yang
melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan output
kebijakan.

Proses pengesahan dari alternative yang terpilih ( public
policy decision making).

Berkaitan dengan penganggaran yang disediakan untuk
implementasi kebijakan.

Kebijakan publik yang telah dilegitimasi siap

dilak sanakan apabila dana telah tersedia.

Proses menilai hasil implementasi kebijakan setelah
menentukan metode- metode evaluasi.

Tahap penyesuaian kebijakan public untuk menentukan
apakah perlu direvisi ataukah diakhiri karena kebijakan
telah selesai atau mengalami gagal total.

Sumber : Jones, 1991
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Tabel I1.2
Kerangka Proses Kebijakan
Kegiatan fungsional Dikategori dalam Pemerintahan Dengan sebuah produk potensial
Persepsi/definisi Problem
Agregasi Masalah-masalah kepada Tuntutan (demond)
Organisasi Pemerintahan Tuntutan
Representasi Akses
Penyusunan agenda Prioritas-prioritas
Formulasi Tindakan dalam Pemerintahan Proposal
Legitimasi Program
Penganggaran Anggaran/sumber daya
Implementasi Pemerintah kepada masalah- Bervatiasi (pelayanan,
Masalah pemmbayaran,
kemudahan, pengawasan)
Evaluasi Program ke Pemerintahan.
Penyesuaian/Terminasi Barvariasi (justifikasi,
rekomendast, perubahan,
solusi)

Sumber : Jones, 1991

Sementéara“itu, William N. Dunn (2000 : 23) mengatakan bahwa

proses pembuatan kebijakan sebagat serangkaian tahap yang saling

berganturig yang dimulai dan penyusunan agenda, formulasi kebijakan,

adopst” kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan,

sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Tahap-Tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan

FASE

KARAKTERISTIK

ILUSTRASI

PENYUSUNAN
AGENDA

FORMULASI
KEBIJAKAN

ADOPSI
KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

PENILAIAN
KEBIJAKAN

Para pejabat yang dipilth daa
diangkat menempatkan masalah
pada agenda politik. Banyak
masalah tidak disentuh sama
sekali, sementara lain ditunda
untuk waktu lama.

Para pejabat  merumuskan
alternatif  kebijakan untuk
mengatasi masalah. Altematif
kebijjakan  melihat  perlunya
membuat  perintah  eksekutif,
keputusan peradilan, dan
tindakan legislatif.

Alternatif  kebijakan yang
diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif, Konsensus di
antara direktur Jembaga; atau
keputusan peradilans

Kebijakan yang telah diambil
dilaksangkan\, ol¢h  umit-unit
admiuistrasi )yang memobilisasi
sumber) ‘daya finansial dan
pianusia.

Usiit-unit pemeriksa dan akuntasi
daldm pemerintahan menentukan
apakah badan-badan eksekutif,
legislatif dan peradilan
memenuhi persyaratan undang-
undang dalam pembuatan

kebijakan dan pencapaian tujuan.

Legislator negara dan ko sponsornya
menyiapkan rancangan undang-undang
mengirimkan ke komisi kesehatan dan
kesejahteraan untuk dipelajari  dan
disetujui. Rancangan berhenti di
komite dan tidak-erpilih.

Peradilan regara bagian
mempertimbangkan pelarangan
penggunaan ~tes kemampuan standar
seperti)SAT dengan alasan bahwa tes
terscbot” cenderung bias terhadap
perempuan dan minoritas.

Dalam keputusan Mahkamah Agung
pada kasus Roe V. Wade tercapai
keputusan mayoritas bahwa wanita
mempunyai hak untuk mengakhiri
kehamilan melalu aborsi.

Bagian keuangan kota mengangkat
pegawai untuk mendukung peraturan
baru tentang penarikan pajak kepada
rumah sakit yang tidak lagi memiliki
status pengecualian pajak.

Kantor akuatan publik memantau
program-program kescjahteraan sosial
seperti bantuan untuk keluarga dengan
anak tanggungan (AFDC) untuk
menentukan luasnya
penyimpangan/korupsi.

Sumber

: Williem N. Dunn (2000)

Dari konsep teori tentang proses kebijakan publik sebagaimana
yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dan William N. Dunn di atas,
maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan proses adalah sebuah

rangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan.
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Proses juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan sosial. Proses atau
rangkaian tindakan dimaksud dikaitkan dengan aktifitas para pembuat
kebijakan dan undang-undang seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Belum tentu suatu masalah yang dianggap masyarakat atau publik perlu
dipecahkan oleh pembuat kebijakan publik dapat dijadikan isu politik
yang dapat dengan mudah masuk ke dalam agenda pemerintah yang

kemudian diproses menjadi kebijakan publik.

3.  Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik Mmerupakan salah satu dan tahapan
proses kebijakan yang kritis;karena pada proses ini selalu melibatkan para
evaluator serta melibatkan juga komponen masyarakat lainnya sehingga
tercipta kondisi, di_mana tidak ada jarak antara kebijakan publik dengan
masyarakat,

Dye (1976) dalam Sagala, 2006 : 109 mengatakan beberapa alasan

mengapa analisis kebijakan begitu penting, yaitu :

(1) ndak terdapat kesepakatan umum mengenai nilai-nilai
(kegunaan) sosial, kecuali pada individu-individu atau kelompok
masyarakat tertentu, (2) pembuat kebijakan cenderung
memaksimalkan nilai-nilai mereka dan tidak tertarik untuk bergeser
dari landasan nilainya, (3) komitmen dan sumber kebijaksanaan dan
program yang ada menghalangi pembuat kebijaksanaan dar usaha
mempertimbangkan altematif-alternatif baru dan kreatif karena
keputusan-keputusan sebelumnya sudah membatasi atau menutup

pilihan-pilihan sekarang, (4) waktu dan usaha yang dibutuhkan
untuk mengumpulkan informast yang relevan pada semua alternatif
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yang mungkin begitu memakan biaya sehingga mengurangi hasrat
mengumpulkan informasi baru, dan (5) pembuat dan analisis
kebijaksanaan seringkali tidak dapat meramalkan semua akibat
posetif dan negatif dan setiap altematif kebijaksanaan, hal ini
cenderung menghasilkan pilihan arah tindakan yang hanya sedikit
berbeda dan status quo.

Analisis  kebijakan publik diperlukan ketika terdapat
permasalahan publik yang sedang berkembang ataupun terdapat
permasalahan kebijakan publik yang sedang” ~diterapkan atau
diimplementasikan. Permasalahan yang) dimaksudkan adalah
permasalahan yang benar-benar ada“dan ‘jelas, dan untuk menemukan
adanya masalah yang perlu dicdnkan/solusi kebijakan maka analis perlu
melakukan studi tentang adanya masalah tersebut.

Analisis kebijdkan ménurut E.S. Quade dalam Dunn (2000 : 95)
adalah :

Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi
sédémikian rupa sehingga dapat membeni dari para pembuat
kebijakan dalam membuat keputusan.... Dalam analisis kebijakan,
kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum,
termasuk penggunaan mtuisi dan pengungkapan pendapat dan
mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-
milahkannya ke dalam sejumlah komponen-komponen tetapi juga
perancangan dan sintesis altematif-altematif baru. Kegiatan-
kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk
menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-
isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi
suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat
informal, meliputi tidak lebih dan proses berfikir yang keras dan
cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang
ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses
matematis yang canggih.
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Dunn (1998) sendinn mengatakan bahwa analisis kebijakan
publik adalah :

Suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai
macam metodologi penelitian dan argumen untukmenghasilkan
informasi yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah
kebijakan. Selanjutnya, Dunn mengatakan bahwa analisis
kebijakan dapat menghasilkan informasi dan argumen yang masuk
akal mengenai tiga macam pertanyaan, yaitu : a) Nilai, yang
pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat masalah
telah teratasi. b) Fakta, yang keberadaannya dapat membatasi atau
meningkatkan pencapaian nilai-nilai. ( ¢) Tindakan, yang
penerapannya menghasilkan pencapaiarr— nilai-nilai  untuk
menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. W.N. Dunn
(2000) memben 5 (lima) fase tentang,prosedur pemecahan dalam
analisis kebijakan, yaitu a) Pefumusa2n masalah, tujuannya agar
dapat membantu menemukaf , dsumsi-asumst yang tersembunyi,
mendiagnosis penyebab-penyebabnya, pemetaan tujuan yang
memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan
merancang peluangfpeluang kebijakan baru. b) Peramalan
(prediksi), menghasilkan’ informas: tentang konsekuensi yang akan
datang dan kebijakdn. c) Rekomendasi, membuahkan pengetahuan
yang relevan, dengan kebijakan tentang menfaat dan berbagai
alternatif yang ‘diakibatkan dimasa mendatang telah diestimasikan
melalui” peramalan. d) pemantauan, pengetahuan yang relevan
dengan‘kebijakan tentang akibat dan kebijakan yang diambil
sebeluninya. Membantu mengambil kebijakan pada tahap
implementasi kebijakan. e) Evaluasi, yang relevan dengan
kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang
diharapkan dengan yang dihasilkan.

Gambaran tentang prosedur pemecahan dalam analisis kebijakan
publik yang dikemukakan oleh Dunn dapat dideskripsikan seperti pada

gambar berikut ini.
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GambarII. 1

Analisis Kebijakan Publik (Dunn, 2000)

Kinerja
l Kebijakan
Evaluasi ¢ Permasalahan

Perumusan
Masalah

Y Perumusan
Hasil masalah :
Keb l_] akan Masalah

Kebijakan

v

Perumusan
Masalalf Rekomendasi

Aksi
Kebljakan

Kismartifii) (2006 : 2.7) lebih jauh mengatakan bahwa analisis
kebijakan publik berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-
sebdb dan kunsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dengan analisis
kebijakan, dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan
pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dan proses kebijakan, tergantung
pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.

Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk
menyetujui atau menolak kebijakan. Ditambahkan oleh Kismartini bahwa

berdasarkan kajian kebijakannya, analisis kebijakan dapat dilakukan
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sebelum adanya kebijakan publik dan atau sesudah adanya kebijakan
publik. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak
pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah
rekomendasi kebijakan publik yang baru. Misalnya, analisis kebijakan
mengkaji tentang pemekaran wilayah, dan rekomendasinya adalah
kebijakan untuk pemekaran atau kebijakan untuk tidak dimekarkan.
Sebaliknya, analisis kebijakan setelah adanya kebijakan, fokus analisisnya
adalah pada kebijakan yang telah ada. Misalnya, analisis kebijakan
tentang Sistem Desentralisasi Pemerintahan(UU No. 22 tahun 1999) yang
telah menghasilkan rekomendasi’ tefitafig penyempurmaan atau revisi dan
undang-undang tersebut, makakeluarlah UU No. 32 tahun 2003.

Mendalami Substansi pendapat di atas, maka dapat dikatakan
bahwa analisis( kebijakan publik merupakan proses pengkajian yang
mendalant  téntang permasalah-permasalahan dan atau pelaksanaan
progfam-program yang akan atau mau dilaksanakan serta yang telah
dilaksanakan dengan tujuan membeni makna atau bobot kualitas sebuah
kebijakan publik.

Analisis kebijakan publik sangat penting karena dapat membantu
seorang dan atau sekelompok orang pembuat keputusan dengan
memberikan informasi yang diperoleh melalu1 penelitian dan analisis,
memisahkan, dan mengklarnfikasikan persoalan, mengungkapkan antara

ketidakcocokan antara tujuan dan realisasinya, memben alternatif-
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alternatif baru, dan mengusulkan cara-cara atau 1ide-ide untuk
merealisasikannya. Tujuannya, meningkatkan kualitas kebijakan publik

di waktu yang akan datang.

4.  Manfaat Analisis Kebijakan Publik

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa salah satu aktifitas
para aktor atau pembuat keputusan adalah membuat kebijakan untuk
kepentingan organisasi dan atau kepentingalt” masyarakat. Banyak
keberhasilan dan manfaat dan peletdkan” atau pembuatan kebijakan,
namun juga masih banyak juga’kebyjakan yang bias kepentingan atau tidak
sejalan dengan harapan publik,

Berbagai afasan ‘atau argumen akan menuansai keberhasilan dan
kegagalan sebuah Kebijakan, antara lain rumitnya permasalahan publik
yang diliadapi, kebijakan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat,
kebijakanlebih berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok
kepentingan, serta pelaksana kebijakan tidak mampu menangkap dan
menerjemahkan substansi kebijakan secara baik dan benar.

Indikasi kegagalan sebuah kebijakan dapat dilihat dari respons
negatif masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat, program-program

yang merupakan penjabaran dan kebijakan tidak tepat sasaran dan hanya
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menghamburkan uang, adanya kemajuan daerah tetapi kesejahteraan
hidup masyarakat sangat rendah.

Dalam konteks pemahaman bahwa sebuah kebijakan publik yang
dibuat haruslah dapat mempengaruhi dan atau memberi nilai manfaat bagi
kepentingan pubiik, maka Badjun dan Yuwono (2002 : 66)
mengemukakan 5 (lima) argumen tentang arti penting atau manfaat dari
analisis kebijakan publik, yaitu : (1) Dengan analisis kebijakan maka
pertimbangan yang ilmiah, rasional, dan obyektif\diharapkan dijadikan
dasar bagi semua pembuat kebijakan publik.+ Artinya, bahwa kebijakan
publik dibuat berdasarkan pertimbangan ilmiah.yang rasional dan objektif.
(2) Analisis kebijakan publik yang batk dan‘komprehensif memungkinkan
sebuah kebijakan didesain secara‘empuma dalam rangka merealisasikan
tujuan berbangsa dan bemegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum
(public walfare). (3) Analisis kebijakan menjadi sangat penting oleh
karena persoalan bersifatimuitidimensional, saling terkait (interdependent)
dan berkorelasi~satu “dengan yang lain. (4) Analisis kebijakan
memungkinkan tersedianya panduan yang komprehensif bagi pelaksanaan
dan eval@asi kebijakan. (5) Analisis kebijakan memberikan peluang yang
lebih “‘besar untuk meningkatkan partisipasi publik.

Dalam hal ini, analisis kebijakan akan sangat membantu

meénghindari suatu kebijakan yang hanya memakai perimbangan sempit
semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Dengan analisis kebijakan
diharapkan dapat menghindari keadaan ini karena analisis kebijakan
memberikan informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat

diterima masyarakat atau publik.
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5. Konsep Sumber Daya Manusia

Menurut Noe et al (2000) dalam Yun Iswanto (2006 : 1.3) ada
3 (tiga) kategori tantangan yang dihadapi organisasi masa depan, yaitu
tantangan global, tantangan memenuhi kebutuhan stakeholders, dan
tantangan sistem kerja berkineja tinggi. Kunci menghadapi ketiga
tantangan ini adalah ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia atau
manusia dijadikan variabel penentu menghadapi-tantangan global bagi
setiap organisasi publik. Manusia sebagdi 'sumiber daya merupakan hasil
pengolahan akal budi yang bertintéraksi dengan pengetahuan dan
pengalaman manusia itu sendin. ~Martoyo {1992) dalam Nicholas
Nonoago (2003) mengatakan/bahwa sumber daya berkembang seirama
dengan kegiatan manusia yang dipengaruhi dengan ilmu dan teknologi.
Sumber daya-manusia harus dapat dijadikan sebagai aset yang bermanfaat
bagi kehidapan bersama. Untuk 1tu, seluruh keahlian, keterampilan, dan
kesempatan harus ditransformasikan kepada sumber daya manusia untuk
lebth ditingkatkan kemampuannya seiring dengan kemampuan biologis
dan rohaninya. Stoner, dkk (1996) dalam Nonoago (2003) mengatakan
bahwa sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi adalah
orang yang memberikan kerja, bakat, kreatifitas, dan semangat kepada

Organisasi.
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Demikian pula, Cane (1998) mengatakan bahwa manusia adalah
komponen yang paling penting dari suatu resep sukses. Manusia bisa
membuat semua komponen lain secara bersama-sama menyajikan
keberhasilan yang merupakan tujuan organisasi. Nawawi yang dikutip
oleh Sinaga, (2001 : 63) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) pengertian
sumber daya manusia, yaitu : (1) Sumber daya manusia adalah manusia
yang bekerja di suatu lingkungan organisasi(disebut juga personil, tenaga
kerja, pekerja, atau karyawan). (2) Samber daya manusia adalah potensi
manusiawi  sebagai  penggerak{ ,Ofganisasi dalam mewujudkan
eksistensinya. (3) Sumber’dayva manusia adalah potensi yang merupakan
aset dan berfungsi se¢bagai modal (non material/non finansial) di dalam
organisasi bisnis_yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riil)
secara fisik ddn non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasinya.
Hanya organisasi yang menempatkan prioritas pada sumber daya
manusialah yang akan memiliki kekuatan untuk menjadi dan tetap berada
pada peringkat pertama Begitu juga, sumber daya manusia aparatur.
Manusia aparatur sebagai sumber daya pedu terus ditingkatkan
kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, baik on the job training

maupun off the job training (Hicks, 1956 dalam Nonoago, 2003).
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Dalam konteks dengan pendidikan, yang dimaksud dengan
sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan,
masyarakat, sarana, dan prasarana serta dana (Bab I Pasal 1 ayat 23 UU

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

6. Kualitas SDM Tenaga Pendidik

Pendidikan adalah usaha sadar dan.teréncana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran “agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara (Pasal~} UU No. 20 Tahun 2003). Untuk dapat melaksanakan
pendidikan’maka tenaga pendidik memegang peranan yang cukup penting,
baik dalam perencanaan maupun pelaksanan kurikulum (Syaodih, 1998).

Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan

pendidikan (Pasal 1 UU No. 20 tahun 2003).
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Selanjutnya, dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
dijelaskan bahwa tenaga pendidik (guru) adalah pendidik profesional
dengan tugas utama “mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.”

Pengertian kualitas mengandung+ 2 (dua) pengertian pokok
yaitu : Pertama, pengertian konvensionalvvang mengandung arti suatu
produk : performasi (performance); keandalan (reability). Kedua,
Kualitas mengandung arti” strategis yaitu segala sesuatu yang mempu
memenuhi keingina” atau kebutuhan pelanggan (Gasperz, 2000 yang
dikutip Blegur’ 2006).  Selanjutnya, Juran dalam Blegur (2006)
mengatakdn bahwa kualitas adalah suatu kumpulan aktifitas yang dimiliki
oleh seseorang berupa kemampuan otak (IQ) intelektual serta fisik dalam
melakukan sesuwatu untuk mencapai hasil. Sejalan dengan pendapat
Gasperz dan Juran tentang kualitas, David Korten dalam Bintoro
Tjokroamidjoyo (1999 : 36) mengatakan bahwa kualitas mengandung
kompetensi inti yang diartikan sebagai (a) konsep luas memuat
kemampuan kepada situasi baru dalam wilayah kerja menyangkut
organisasi dan perencanaan pekerjaan, inovasi dan mengatasi aktivitas

rutin, kualitas efektifitas personil yang dibutuhkan ditempatkan berkaitan
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dengan beban kerja manajer serta pelanggan, (b) kemampuan dan
kemauan untuk melaksanakan tugas, (c) dimensi penlaku yang
mempengaruhi kinerja, (d) karakteristik individu apapun yang dapat
dihitung dan diukur secara konsisten, dapat dibukttkan untuk
membedakan secara signifikan antara kinerja yang efektif dan tidak
efektif, (¢) kemampuan dasar dan kualitas kinerja yang diperlukan untuk
mengerjakan pekerjaan dengan baik, (f) bakat, sifat, dan keahlian individu
apapun yang dapat dibuktikan dan dapat ‘dthubungkan dengan kinena
yang efektif.

Dengan demikian, kualitas{sumber daya manusia yang dicirikan
dengan kemampuan atau (kompetensi mempunyai cakupan yang lebih
komprehensif serta piengandung nilai-nilai (1) motif (motive) kebutuhan
dasar seseorang yang mengarahkan cara berpikir dan bersikap, (2) sifat-
sifat dasar’ (t#ait) menentukan cara seseorang bertindak atau bertingkah
laku,(3).citra pribadi (self image) pandangan seseorang terhadap identitas
dan kepnbadiannya sendini, (4) peran kemasyarakatan (social rule)
bagaimana seorang melihat dalam interaksinya dengan orang lain, dan

(5) pengetahuan dan keterampilan.
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Dengan formula makna kualitas di atas, dapat dikemukakan
bahwa kualitas adalah kompetensi inti yang memben keunggulan
berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam
sebuah organisasi.

Kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik telah diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, bahwa pendidik harus miemiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untGk meWwujudkan tujuan pendidikan
nasional. Bahkan ditegaskan daldém/Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nonior.16 Tahun 2007 bahwa setiap guru wajib
memenuhi standar (kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang
berlaku secara riasional’

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang
harus*dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan
atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun Standar Kualifikasi Akademik Guru

sebagaimana tersebut dalam tabel benkut ini.
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Tabel I1.4

Standar Kualifikasi Akademik Guru

No. Jenjang Pendidikan Standar Kualifikasi Akademik

1. PAUD Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana
(S1) dalam bidang Pendidikan Anak
Usia Dini

2. TK/RA Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana
(S1) dalam bidang Pendidikan RA/TK
atau Psikologi

3. SD/MI Diploma Erpat (D-IV) atau Sarjana
(S1) PGSB/PGMI

4 SMP/MTs Minirurt Diploma Empat (D-IV) atau
Sanjana (S1) program studi yang sesuai

dengan mata pelajaran yang
diajarkan/diampuh

5. SMA/MA. Minimum Diploma Empat (D-IV) atau
Sanjana (S1) program studi yang sesuai

dengan mata pelajaran yang
diajarkan/diampuh
6. SMK Minimum Diploma Empat (D-IV) atau

Sanjana (S1) program studi yang sesuai
dengan mata pelajaran yang
diajarkan/diampuh

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Alor 2009

Sedangkan kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi
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kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional
dan kompetensi sosial (Pasal 28 ayat 1, 2, dan ayat 3 PP 19 Tahun 2005).

Adapun Standar Kompetensi Guru Paud, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, dan SMK seperti pada tabel berikut ini.

Tabel IL5

Standar Kompetensi Guru (UU Nomor 14 Tahun 2005)

NO. KOMPETENSI SUB KOMPETENSI INDIKATOR
1. Kepribadian : 1.1 Kepribadian yang « a.Bertindak sesuai
Kemampuan mantap dan stabil norma hukum
personal yang b.Bertindak sesuai
. dengan norma sosial
mencerminkan .

o c. Bangga sebagai guru
kepribadian yang d.Memiliki konsistensi
mantap, stabil, dalam  bertindak
dewasa, anf dan sesual norma
berwibawa,
menjadi teladan 12 Kepribadian yang | a. Menampilkan
bagi peserta didik, dewasa kemdnnm dalam
dan berakhlak bemr.ld‘ak sebagai

. pendidik
mulia. b. Memiliki etos kerja

sebagai guru
1.3 Kepribadian yang | a Menampilkan
anf tindakan yang
didasarkan pada
kemanfaatan peserta
didik, sekolah dan
Masyarakat
b. Menunjukkan
keterbukaan  dalam
berpikir dan
bertindak
1.4 Kepribadian yang | @ Memiliki perilaku
yang  berpengaruh
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berwibawa

1.5 Berakhlak mulia
dan dapat menjadi
teladan

positif
peserta didik

b.Memiliki  penlaku
yang disegani

terhadap

a. Bertindak
dengan
religuis

b.Memiliki  pernlaku
yang diteladani
peserta didik

sesual
norma

Paedagogik :
meliputi
pemahaman
terhadap peserta
didik, perencanaan
dan pelaksanaan
pembelajaran,
evaluasi hasil
belajar dan
pengembangan
peserta didik untuk
mengaktualisasikan
berbagai potensi
yang dimiliKinya,

2.1 Memahami
peserta didik
secara mendalam

2.2 Merancang
pembelajaran,
termasuk
memahami
landasan
pendidikan untuk
kepentingan
pembelajaran

a. Memahami peserta
didik dengan
memanfaatkan
prinsip-prnsip
perkembangan
kognitif

b. Memahami peserta
didik dengan
memanfaatkan
prinsip-prinsip
kepribadian

¢. Mengidentifikasi
bekal ajar awal
peserta didik

a. Memahami landasan
pendidikan

b. Memahami
belajar
pembelajaran

c. Menentukan strategi
pembelajaran
berdasarkan
karaktenstik peserta
didik kompetensi
yang akan dicapai
dan maten ajar

d. Menyusun
rancangan
pembelajaran
berdasarkan strategi

teon
dan
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2.3 Melaksanakan
pembelajaran

2.4 Merancang dan
melaksanakan
evaluasi
pembelajaran

2.5 Mengembangkan
peserta didik
untuk
mengaktualisasika
n berbagai
potensinya

yang dipilih.

. Menata latar

pembelajaran

. Melaksanakan

pembelajaran yang
kondusif

. Merancang dan

melaksanakan
evaluasi, proses dan
hasil_belajar secara
berkesmambungan
derigan berbagai
metode

/Menganalisis hasil

evaluasi proses dan
hasil belajar untuk
menentukan tingkat
ketuntasan belajar

. Memanfaatkan hasil

penilaian
pembelajaran untuk
perbaikan  kualitas
program
pembelajaran secara
umum

. Memfasilitasi

peserta didik untuk
pengembangan
berbagai potensi
akademik

. Memfasilitasi

peserta didik untuk
mengembangkan
berbagai potensi
akademik

3. Profesional :
Merupakan
penguasaan materi

3.1 Menguasaai
substansi keilmuan
yang terkait dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Memahami materi

ajar yang ada dalam
kurikulum sekolah
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pembelajaran
secara luas dan
mendalam, yang
mencakup
penguasaan mater
kurikulum mata
pelajaran di sekolah
dan substansi
keilmuan yang
menaungi
materinya, serta
penguasaan
terhadap struktur
dan metodologi
keilmuannya.

Sosial : merupakan
kemampuan guru
untuk
berkomunikasi dan
bergaul secara
efektif dengan
peserta didik,
sesama pendidik;
tenaga
kependidikan;
orang, tua/wali dan
masyarakat
sekitamya.

bidang studi.

1.1 Mampu
berkorbunilasi
dan bergaul
secara efektif
dengan peserta

1.2 Mampu
berkomunikasi
dan bergaul
secara efektif
dengan sesama
pendidik dan
tenaga
kependidikan

1.3 Mampu
berkomunikasi
dan bergaul
secara efektif
dengan orang tua
atau wali dan
masyarakat

b. Memahami struktur,
konsep dan metode
keilmuan yang
menaungi atau
koheren dengan
meteri ajar

¢. Memahami hub
konsep antar mata
pelajaran terkait

d. Menerapkan konsep-
konsep- keilmuan
dalam kehidupan
sehari-han.

Berkomunikasi secara
efektif dengan peserta
didik

Berkomunikast dan
bergaul secara efektif
dengan sesama
pendidik dan tenaga
kependidikan

Berkomunikasi dan
bergaul secara efektif
dengan orang tua/wali
dan dengan masyarakat
sekitar.
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Tim Pengembang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Badan Standar Nasional Pendidikan Depdiknas (2006) yang dikutip
Sudjana dalam Jumal Imiah Visi (2006 : 15) menyusun kompetensi
pendidik menjadi tiga puluh butir dalam urutan performansi pendidikan,
yaitu :

(1)Mampu mengidentifikasi dan memahami koneksenisti peserta
didik dan aspek fisik, sosial, moral, kultus;.emosi, dan intelek.
(2) Mampu memfasilitasi pengembangan ‘posisi peserta didik atau
mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. (3) Memahami
standar kompetensi dan kompetensi‘dasar mata pelajaran / bidang
pengetahuan yang diampu. (4) " Mampu memilih dan
mengembangkan materi pelajaran/bidang pengetahuan yang
diampu. (5) Menguasai sneten, Struktur, dan konsep pola pikir
keilmuan yang mendukung, inata pelajaran/bidang pengetahuan
yang diampu. (6) Menguasai metode untuk melaksanakan
pengetahuan umurf_dan telaah krtis yang terkait dengan mata
pelajaran/bidang ~pengetahuan yang diampu. (7) Kreatif dan
inovatif dalam penérapan dan pengetahuan bidang ilmu yang
terkait dengan mata pelajaran/bidang pengetahuan yang diampu.
(8) Merniguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang
merdidik: (99 Mampu merencanakan pembelajaran yang
meéndidik, (10) Mampu melaksanakan pembelajaran yang
méndidik. (11) Mampu merancang penilaian proses dan hasil
beldjar. (12) Mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil
belajar. (13) Mampu menguji hasil penilaian untuk berbagai
kepentingan pembelajaran dan pendidikan. (14) Mampu
mengembangkan teori yang terkait dengan mata pelajaran/bidang
pengetahuan yang diampu. (15) Mampu melakukan tindakan
reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. (16) Mampu
berkomunikasi dengan komunitas profes: sendiri dan profesi lain
baik secara lisan maupun tulisan. (17) Mampu memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan
pembelajaran, berkomunikasi, dan mengembangkan din.
(18) Mampu bertindak secara konsisten dengan norma agama,
hukum, sosial, kebudayaan nasional Indonesia. (19) Mampu
menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,
anf, dan berwibawa. (20) Mampu menampilkan din sebagai
pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta
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didik dan masyarakat. (21) Mempunyai rasa bangga menjadi
pendidik, dapat bekerja mandini, mempunyai etos kerja, rasa
percaya diri, dan tanggung jawab yang tinggi. (22) Berpernlaku
jujur dan disegani. (23) Mampu mengevaluasi diri dan kinerja
secara terus-menerus. (24) Mampu mengembangkan din secara
berkelanjutan dengan dengan belajar dari berbagai sumber lain.
(25) Menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik. (26) Mampu
berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta
didik. (27) Mampu berkomunikasi secara efektif, empati, dan
santun dengan satuan pendidik dan tenaga kependidikan. (28)
Mampu berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan
orang tua peserta didik dan masyarakat. (29).Bersikap kooperatif,
bertindak obyektif, serta tidak disknminasi Karena pertimbangan
jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik) latar belakang keluarga,
dan status sosial. (30) Mampu beradaptasi  di tempat bertugas
di seluruh wilayah Republik Indénesia yang memiliki keragaman
sosial budaya.

Tuntutan tenaga pendidiK haru$ berkualitas tidak saja merupakan
tuntutan kebutuhan pembangunan Sumber Daya Manusia pada umumnya
dalam menghadapi era globalisasi yang dicinkan dengan kehidupan yang
penuh kompetitif tetapijuga sejalan dengan amanat perangkat perundang-
undangan dan kebyakan nasional di bidang pendidikan.

Dalam konteks Tenaga Pendidik sebagai salah satu Aparatur
Birokrasi Pemerintah Daerah memiliki ruang yang sama untuk dapat
mengembangkan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas fungsional di
bidang pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan menurut Peraturan Pemenntah Nomor
101 Tahun 2000 adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam

rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negen Sipil.
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Sementara itu, Ndraha (1999 : 20) mengemukakan bahwa pendidikan
adalah proses pembentukan pribadi sosial manusia, sedangkan pelatihan
merupakan proses pembentukan profesionalisme tentang suatu job di
dalam din manusia.

UNESCO vyang dikutip Jalal dan Supnadi (2001 : 195)
mengatakan 4 pilar penting dalam pendidikan, yakni pendidikan
hendaknya mengembangkan kemampuan beldjar vnituk mengetahui
(learning to know), belajar untuk melakukan sesuatu (learning to do),
belajar menjadi sesorang (learning 10 be) belajar menjalani kehidupan
secara bersama-sama (learning to' life together). Penerapan keempat
konsep ini di Indonesia.-menunjukkan bahwa sistem pendidikan
berkewajiban mempérsiapkan seseorang aparatur agar mampu berperan
aktif dalam semua-sektor kehidupan yang cerdas dan kreatif.

Seinng dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
menuniud ~peran unsur manusia sebagai faktor kunci dalam
mengembangkan organisasi modermn, maka sangat diperiukan upaya sadar
penyiapan sumber daya manusia termasuk sumber daya manusia aparatur
pememitah daerah di bidang pendidikan. Dengan adanya sumber daya
manusia aparatur bidang pendidikan yang berkualitas maka akan dengan

mudah melaksanakan keseluruhan tugas dengan baik dan berkualitas.
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Sejalan dengan pikiran ini, Sarundajang (2006 : 6) mengatakan bahwa
“dalam menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat, aparatur
pemerintahan daerah dituntut harus profesional baik dan segi teknis
administrasi maupun manajerial. “Keterampilan yang harus dimiliki oleh
aparatur pemerintah dan daerah pada era globalisasi ini antara
lain : (a) keterampilan mengidentifikasi masalah, (b) keterampilan
memecahkan masalah, (c) keterampilan sebdgai( perantara strategis
sehingga dapat membentuk aparatur peménntahan daerah yang benar-
benar mampu mengenal dininya secafa baik serta mampu survive dalam
kompetisi global.

Dalam upaya péningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Aparatur Birokrasi, /naka Malthis dan Jackson (2000 : 6) mengatakan
3 (tiga) pola yakni*“pola rekrutmen, pola kompensasi, serta pola pelatihan
dan pengembangan”. Gagasan ini sejalan dengan pendapat Dessler (1974
: 21)"yang mengemukakan bahwa “peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia aparatur birokrasi meliputi : (1) rekrutmen, (2) penyaringan,
(3) pelatihan dan pendidikan”.

Sementara itu, Sutrisno (2003 : 29) mengemukakan bahwa upaya
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah
dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (1) peningkatan kemampuan
melalui (a) jalur pendidikan formal(program S1, S2 dan S3) ,(b) diklat

penjenjangan struktural yaitu diklat PIM IV, PIM III, PIM 11, dan PIM I,
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(c) diklat teknis dan fungsional untuk meningkatkan keterampilan teknis
bagi aparatur pemernintah daerah dalam menjalankan fungsinya masing-
masing, (d) mengikutsertakan aparatur pemerintah daerah pada setiap
kegiatan pelatihan, kursus, seminar, workshop yang sejenis untuk
meningkatkan pengetahuan dan wawasan, (¢) melakukan alih tugas
mutasi untuk menambah pengalaman dan membangkitkan motivasi
berdasarkan loyalitas dan prestasi kerja, (2) peningkatan kemampuan
aparatur pemerintah daerah dengan cara_rhemotivasi melalui “reward”,
insentif, serta membernkan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk
mengembangkan kanr.

Pendapat para ahli_tentang format Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia Apatatuf Daerah di atas telah sejalan dengan amanat
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta
Peraturan’Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dijelaskan dalam kedua regulasi di bidang pendidikan ini bahwa
kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik, meliputi : “(1) standar
kualifikasi (S1 atau D-IV) dan (2) standar kompetansi, yakni kompetensi
paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional.”
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B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan tinjauan teoritik
pada bab terdahulu maka berikut ini peneliti mendeskripsikan kerangka berpikir
dalam penelitian ini sebagaimana dalam tabel II.3 yang didasan pada Teori
Analisis Kebijakan Publik yang dikembangkan oleh Thomas R. Dye serta
didukung dengan Teon Sumber Daya Manusia yang\/dikembangkan oleh
Nawawi dan Teori Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
Daerah oleh Sutrisno dengan memperhatikan amianat Undang-undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dogenserta Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2008 tentang Guru.

Dengan rujukan teOrn \Analisis Kebijakan Publik serta Sumber Daya
Marusia (SDM) yang dikaitkan dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah tentang Guru (Tenaga Pendidik) yang dipakai oleh penulis dalam
menganaliSis.maten tesis ini, melahirkan kerangka berpikir sebagaimana dalam
gambaran Fabel Kerangka Berpikir Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas

SDM Tenaga Pendidik di Kabupaten Alor berikut ini :

43

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44



14/41155.pdf

Tabel I1.5

Kerangka Berpikir Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas SDM

Pendidik di Kabupaten Alor

Kebijakan
Peningkatan Kualitas

SDM di Kabupaten
Alor

A

Kebijakan Publik sebagai Peningkatan Mutu
Tindakan Pemerintah Pendidikan'di Kabupaten

— Perda No. 12 Tahun 2004
— Perbup No. 53 Tahun 2007
——— Renstra Dinas Pendidikan Kab. Alor

Kebijakan Publik sebagai
Pengalokasian Nilai-nilai

—— Aparatur yang berkualitas
—= Generasi Aloryang berkualitas

—» Pembangunau yang berkualitas

Kebijakan Pubiik sebagai
Program-program

— —2p

—>

—>
—>

Program PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non-Formal

Program Pendidikan Luar Sekolah

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44



14/41155.pdf

C. Definisi Konsep

1. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh .
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah untuk mencapa tujuan yang
diinginkan.

2. Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah adalah tindakan-tindakan
yang diambil oleh badan-badan atau institusi pemerintah dalam menyiapkan
regulasi untuk mendukung pelaksanaai kebijakan publik.

3. Kebijakan publik sebagai (pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang
dilakukan oleh pemenntah\adalah berbagai hal dan tindakan pemerintah
untuk memenuhi hdrapan atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

4. Kebijakan pablik sebagai rancangan program-program yang dikembangkan

oleh pemerintah adalah segala usaha nyata pemerintah dalam menyiapkan
berbagat”alternatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam mencapai

tujuan yang diinginkan bersama.
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BAB I

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin
dicapai maka jenis penelitian yang digunakan dalam pénelitian ini adalah
penelitian deskripsi kualitatif (descriptive research).” Penelitian desknpsi
kualitatif adalah penelitian yang bertujuan/mendésknpsikan atau menjelaskan
sesuatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2006 : 49). Penentuan metode ini
didasarkan pada tiga argumen yaitu ;- (1) Kemudahan beradaptasi terhadap
keadaan empirik. (2) Hubangan antara peneliti dan responden/informan dapat
tercipta secara langsimgy, *(3) Peneliti cukup sensitif dan peka terhadap
pengaruh situasi yang dihadapi (Moleong, 1989 : 6). Dengan demikian, yang
diandalkan dalam penelitian ini adalah penilaian peneliti secara obyektif tentang
persoalan yang diteliti, yaitu Kebijakan Publik tentang Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik di Kabupaten Alor Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
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B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan yaitu
mulai minggu kedua bulan Februan s/d minggu kedua bulan Maret 2009 dan
berlokasi di Kabupaten Alor. Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah
mengumpulkan data primer maupun sekunder baik dalam bentuk dokumen
publik dan wawancara dengan para informan (yang relevan dengan
permasalahan penelitan. Pemilihan lokasi penelitan ini didasan pada
pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan témpatkerja dan pengabdian peneliti
sehingga lebih memudahkan dalam” miengakses informasi dan data yang

diperlukan.

C. Sumber Data Penelitiat

Data-data . yang  dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dar
berbagai dokumen pada instansi pemerintah Kabupaten Alor. Selain itu, untuk
memperdalam informasi yang dibutuhkan dilakukan wawancara berstruktur dan
mendalam dengan 50 (lima puluh) orang informan kunci, yakni 5 (lima) orang
pembuat kebijakan publik di pemerintahan (Bupati Alor, Bappeda Kabupaten
Alor, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor) dan 5 (lima) orang dari DPRD
(Ketua DPRD Kabupaten Alor, Ketua Komisi C dan Ketua Panitia Anggaran
DPRD, dan dua orang Anggota DPRD Kabupaten Alor dan Komisi C), 15

(lima belas) orang Kepala Sekolah yang terdiri atas lima orang Kepala TK/SD,

47

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41155.pdf

lima orang Kepala SMP, dan lima orang Kepala SMA/SMK serta 25 (dua puluh
lima) orang guru (tenaga pendidik) yang terdin atas 10 orang guru SD, 5 orang
guru SMP, 5 orang guru SMA, dan 5 orang SMK.

Pemilihan informan ini didasari pada pertimbangan bahwa informan
adalah para perumus atau aktor pembuat kebijakan, pembuat dan pelaksana
kebijakan serta aparatur daerah di bidang pendidikan yang menjadi sasaran
pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten

Alor.

D. Teknik Pengumpulan Data
Cara memperoleh data/dan informasi adalah peneliti mengumpulkan
berbagai dokumen publik yang terkait dengan masalah yang diteliti kemudian
beberapa data dan informasi-yang belum lengkap terutama yang terkait dengan
operasional di” lapangan diperoleh dengan cara melakukan wawancara
mendalam para informan yang telah ditetapkan.

Teknik i dapat menggali informas:1 dan data yang diperlukan serta
dapat mengungkapkan dengan tepat berbagai informasi yang yang relevan
dengan masalah penelitian. Sementara itu, penulis juga melakukan pengamatan
dengan seksama di lapangan selama 2 kali yakni pada bulan September 2008
dalam persidangan DPRD Kabupaten Alor dengan agenda yaitu Pembahasan
Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2008 dan Pembahasan

APBD Murmi Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2009 di ruang sidang DPRD
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Kabupaten Alor. Tujuannya, untuk melengkapi berbagai data dan informasi
khususnya tentang dinamika pembicaraan DPRD dan Pemerintah Daerah
tentang Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Upaya Peningkatan

Kualitas SDM Tenaga Pendidik di Kabupaten Alor.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan analisis” desknptif kualitatif
terhadap data-data primer yang diperoleh dan lapangan dan data sekunder yang
diperoleh dari berbagai dokumen tertulis/” )Setélah melakukan analisis dan
interpretasi data selanjutnya akan dildkukar pelaporan hasil penelitian. Data
yang diperoleh disajikan secara desknptif dan analisis secara kuantitatif dengan
melalui 3 (tiga) tahap, yaifu (1) reduksi data. (2) sajian data. (3) penarikan
kesimpulan. Ketika peparikan kesimpulan berdasarkan reduksi data dan sajian
data tersebut di atas terasa belum lengkap maka penelii melakukan
pemeriksaidn.dan pengkajian ulang terhadap field note guna memantapkan dasar
pengambilar kesimpulan yang lebih tepat, Miles and Huberman dalam Bungin

(20037799).

49

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41155.pdf

Tabel 1111

Model analisis interaktif (Miles and Huberman,1994 : 249)

| Pengumpulan Data

. 3
Sajian Data

A

Reduksi Data

A

A

=* | Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan
penelitian yang relevan dengan bahasan penelitian dan selanjutnya disajikan
secara narztif’, /Reduksi data dan penyajian data adalah dua komponen
analisis yang'dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses
selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, dilakukan pada saat proses
perigumpulan data sesudah data dikumpulkan. Penyimpulan data dilakukan
setelah data disajikan secara deskriptif Data yang telah dideskripsikan

kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi logis.
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Dengan cara ini maka sasaran akhir analisis adalah untuk memperoleh
sejumlah pemahaman (reasoning) terhadap makna suatu kebijakan dan
akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
Dengan menyelami dan memahami dunia makna kebijakan
pemerintah diharapkan dapat diperoleh suatu pemahaman terhadap (state of

mind) tujuan penelitian.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk menjadikan pendidikan

sebagai salah satu bidang strategis dalam pembangunan bangsa pasca
kemerdekaan Indonesia secara konstitusional dirumuskan dengan tegas dalam
Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang,Dasar'1945, yang kemudian
dirumuskan lebih operasional dalam berbdgai-regulasi di bidang pendidikan
seperti Undang-undang Nomor 20 Aahun’ 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan pendidikan
di Indonesia adalah tugds, dan”tanggung jawab tenaga pendidik (guru).
Pemerintah kemudian berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Gura dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomo: 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, pemerintah kemudian
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tidak
hanya aspek regulasi pendidikan yang berhasil ditetapkan untuk dilaksanakan
oleh Pemerintah, aspek kebijakan juga telah diletakkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka percepatan pembangunan di bidang pendidikan maka
pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) pilar kebijakan nasional di Bidang

Pendidikan 2005-2009, yaitu : (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.

109

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41155.pdf

(2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Keluaran Pendidikan.
(3) Tatakelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Pendidikan (Renstra
Depdiknas 2005-2009).

Sejalan dengan amanat berbagai regulasi di bidang pendidikan dan
kebijakan nasional pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah
Kabupaten Alor dalam perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 2004-2009
juga telah menetapkan salah satu upaya pokok pembangunan daerah yaitu
“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”

Dinas Pendidikan Kabupaten Alor seSusi tugas dan fungsinya, memiliki
peran strategis dalam merumuskan{dan /melaksanakan strategi kebijakan
pembangunan di bidang pendidikan, di Kabupaten Alor tahun 2004-2009.
Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan yang dirumuskan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Alor salah satu program kerjanya adalah
“peningkatan kualitas\SDM tenaga pendidik.”

Idealfiya bahwa kebijakan nasional dan daerah di bidang pendidikan
yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dalam Rencana
Strategis Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Alor 2004-2009 harus
dapat dilaksanakan, termasuk program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik.

Data analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa program dan kegiatan
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga

pendidik baik yang berkaitan dengan peningkatan standar kualifikasi maupun

110

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41155.pdf

standar kompetensi tenaga pendidik belum tersentuh perhatian dan atau tidak
dilaksanakan selama kurun waktu 2004-2008. Dinas Pendidikan Kabupaten
Alor selama kurun waktu 2004-2008 lebih memfokuskan pada program dan
kegiatan “perluasan dan pemerataan akses pendidikan.” Penetapan fokus
implementasi program dan kegiatan ini tentunya dalam rangka percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, juga terbatasnya
sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor dalam
merumuskan program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dibiayai dan
APBD Kabupaten Alor.

Evaluasi kebijakan dalam sebuah ,Organisasi modern adalah mutlak
dilakukan dalam rangka mengukur-efektifitas implementasi sebuah kebijakan
dan kinerja aparatur pelaksana kebijakan baik bulanan, tahunan maupun lima
tahunan. Melalui evaluasi juga akan diketahui berbagat hambatan yang dialami
dalam implemeritasisebuah kebijakan termasuk evaluasi kebijakan peningkatan
kualitas sumber”daya tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Alor.

Hasil penelitian menujukkan bahwa dari aspek formulasi kebijakan
daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga
pendidik telah sesuai dengan tuntutan regulasi, kebijakan nasional dan
kebutuhan daerah. Artinya, bahwa permasalahan daerah berupa rendahnya
kualitas SDM Aparatur Daerah dan Generasi Muda Kabupaten Alor telah

berhasil diakomodasi oleh Pamerintah Daerah dalam bentuk adanya formulasi
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kebijakan daerah yang secara formal tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Alor Nomor 53 Tahun 2005.

Namun, dalam tataran implementasi kebijakan peningkatan kualitas

SDM termasuk kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Alor, ternyata masih jauh

darn harapan. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Ornentasi Pejabat dan Pelaksana pembuat program dan kegiatan
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor yang belum menjadikan
upaya peningkatan kualitas SDM tenaga péndidik sebagai program dan
kegiatan prioritas dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Alor. Para
pejabat dan penyusun program dan kegiatan pendidikan di Dinas Pendidikan
Kabupaten Alor masih berofientasi‘pada program kebijakan perluasan dan
pemerataan akses pendidikén,

2. Tindakan-tindakan (_pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan
peningkatan/kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah telah
dilakukari-eleh pemerintah daerah berupa penyusunan dan penetapan produk
hukum daerah seperti Peraturan Daerag (Perda) Nomor 12 Tahun 2004,
Peraturan Bupati Alor Nomopr 53 Tahun 2007 dan Penetapan Rencana
Strategi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Alor Tahun 2004-2009.

3. Nilai-nilai masyarakat telah ditangkap dan atau menjadi inspirasi bagi
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah termasuk aparatur daerah

di bidang pendidikan.
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Nilai-nilai masyarakat Kabupaten Alor misalnya adanya keinginan yang kuat
untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah, perbaikan
dan peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda (pelajar dan
mahasiswa) Alor serta adanya harapan terjadinya percepatan pembangunan
daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

4. Program-program pembangunan daerah yang berkaitan dengan kebijakan
peningkatan kualitas sumber daya manusia telah dirumuskan secara baik oleh
pemerintah daerah termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

Namun, nampaknya Dinas Pendidikan{ Kabupaten Alor belum secara

konsisten melaksanakan program-program/eérja dimaksud.

B. Saran

Mencermati hasil \penelitian, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan antara fain
1. Kebijakan- Peningkatan Kualitas SDM di Kabupaten Alor perlu terus
ditingkatkan dan secara khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Alor segera
melaksanakannya sehingga tidak saja terpenuhi standar kualifikasi dan
standar kompetensi tenaga pendidik tetapi upaya percepatan peningkatan
kualitas pembangunan pendidikan di Kabupaten Alor akan tercapai.
Peningkatan standar kualifikasi tenaga pendidik yakni Sarjana (S1) atau
Diploma IV, sedangkan peningkatan komptensi tenaga pendidik yakni perlu

dilaksanakannya diklat fungsional tenaga pendidik.
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2. Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pendidik melalui peningkatan standar
kualifikasi guru dan SLTA, D-I, D-II, dan D-II ke jenjang Sarjana
Pendidikan (S1) dan Magister Pendidikan (S-2) serta peningkatan
kompetensi tenaga pendidik melalui kegiatan Diklat Funsional Tenaga
Pendidik perlu menjadi fokus program dan kegiatan di tahun 2009 ke atas.

3. Penyusunan Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Alor
Tahun 2009-2014 harus memperhatikan Arah Kebijakan Nasional di Bidang
Pendidikan 2010-1014, Rencana Pembangunan, Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025, dan Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah (RPJMD)<Kabupaten Alor (TRI KRIDA) Tahun
2009-2014.

4. Proses penyusunan kebijdkan'peningkatan kualitas SDM Tenaga Pendidik
perlu didasari pada peritahapan perumusan suatu kebijakan publik sehingga
hasilnya akan sejalan dengan harapan masyarakat, regulasi di bidang

pendidikan serta komitmen pemerintah daerah.
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PANDUAN WAWANCARA

w

IDENTITAS INFORMAN :

Nama
Pekerjaan
Jabatan
Alamat
PERTANYAAN
A. Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangki Péningkatan Kualitas
SDM
(Pembuat kebijakan/pejabat eksekutif dan DPRD Alor)
1. Apakah kebijakan peningkatan kualitas SDM yang sudah hampir 5 tahun
pelaksanaannya telah berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat ?
Jawabar; :

Kalau sudah, apa komentarnya
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2. Ruang lingkup peningkatan kualitas SDM meliputi bidang apa saja?

3. Apakah peningkatan kualitas SDM khususnya aparatur daerah termasuk

aparatur daerah dalam jabatan fungsional ?

4. Sejauh ini,adakah kebijakan peningkatan kualitas SDM aparatur daerah di
bidang pendidikan ?
Kalau ada, dalam bentuk apa

5. Bentuk peningkatan kualitas SDM aparatur daerah seperti apa saja yang
diinginkan.oleh pémerintah daerah ?
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6. Apakah ada produk hukum daerah yang mengayomi peletakan Kebijakan

Peningkatan Kualitas SDM?

B. Kebijakan pemerintah dalam peningkataf’ sumber daya pendidik di
Kabupaten Alor. (pengambil keputisan di'bidang pendidikan)
1. Apakah kebijakan pemerirntali’di bidang pendidikan selama ini sudah

berjalan sebagaimana mestiriya?

2. Apa saja jenis program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya
tenaga pendidik yang pemah dilaksanakan di Kabupaten Alor?
Program

Kegiatan:. .. ... ...
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3. Bagaimana kualitas/mutu kegiatan peningkatan kualitas sumber daya
pendidik di Kabupaten Alor ?

4. Berapa banyak program dan kegiatan peningkatan mutu sumber daya
pendidik setiap tahun ?

Program
Kegiatan
5. Apakah program peningkatan (kualitas sumber daya pendidik di

Kabupaten Alor telah secarasignifikan mempengaruhi peningkatan mutu
pendidikan ?

C. Penyusun Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik di
tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
1. Apakah pimpinan memberikan dukungan dalam program program
peningkatan kualitas sumber daya pendidik di Kabupaten Alor ?

2. Bagaimana pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi/dinas ?
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3. Apakah ada program dan kegiatan peningkatan kualitas SDM tenaga
pendidik ?

5. Berapa banyak kegiatan yamg diprogramkan dalam upaya peningkatan
kualitas SDM tenaga pendidikuntuk setiap tahun ?

6. Kalau ada, sudah berapa banyak tenaga pendidik yang telah mengikuti
kegiatan \peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Alor dengan menggunakan dana APBD II Alor ?

7. Narasumber/fasilitator dalam kegiatan peningkatan kualitas SDM tenaga

pendidik biasanya dari unsur mana saja ?
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8. Kalau tidak ada, apakah ada pihak lain (pemerintah pusat/provinsi dan
swasta) yang telah bekerja sama dengan dinas dalam rangka peningkatan
kualitas SDM tenaga pendidik ? Sebutkan pihak dimaksud !

9. Bentuk-bentuk kegiatannya seperti apa ?

10. Apakah ada pengaruh kegiatan peningkatan‘kualitas SDM tenaga pendidik
terhadap pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ?

11. Apa respon tenaga pendidik—dalam mengikuti kegiatan peningkatan
kualitas tenaga pendidik'?

12. Adakah data téntang hasil kegiatan peningkatan kualitas SDM tenaga
pendidik _baik yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi akademik
dan komipetensi ?

13. Setiap tahun berapa orang tenaga pendidik yang telah mengikuti kegiatan
peningkatan kualifikasi akademik (S1 dan S2) dan program
dinas/kabupaten ?
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14. Setiap tahun berapa orang tenaga pendidik yang telah mengikuti kegiatan
peningkatan kompetensi yang dibiayai dari APBD II Alor ?

D. Tenaga Pendidik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kabupaten Alor
1. Apa yang anda ketahui dari Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah “Gerakan
Kembali Ke Desa Pertanian dan Kelautan (BERBADESTAN) 7

2. Apakah dalam Kebijakan Pembangunan Daerah “GERBADESTAN” ada
upaya pokok peningkatan kualitas SDM 7

3. Adakah program atau Kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik yang
dilaksanakan oleh Pemefintsh Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten
Alor?

5. Pemakah Anda mengikuti kegiatan pelatihan/diklat peningkatan mutu/kualitas
tenaga pendidik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
dengan sumber dana dari APBD I Kabupaten Alor ?
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Kalau pemabh,.............cccceerennn. berapa kali selama satu tahun.............. kali.

6. Menurut Anda, Program/kegiatan peningkatan mutu/kualitas tenaga pendidik
seperti apa saja yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui
Dinas Pendidikan Kabupaten Alor ?

Wawancara dilakukan terhadap ;

1. Pegawai Dinas Pendidikan dan intansi terkait
dengan peningkatan sumber daya pendidik
(Aparat pelaksana ) 20 orang.

2. Anggota DPRD Alor 5 orang,

3. Pejabat Eksekutif S orang.

Catatan \Jawaban singkat dan jelas serta jika perlu disertai dengan data-data
pendukung jawaban misalnya jenis pendidikan dan pelatihan yang pemah
dilakukan/diikuti.

Hati dan pikiran anda adalah sebagian kesuksesan penulis !
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